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BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Masalah gizi stunting (balita pendek) merupakan salah satu masalah gizi

vang krusial, khususnya di negara-negara miskin dan berkembang. Stunting
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ari sepertiganya
berasal dan Afrika dengan persentase sebesar 39% (Kemenkes RI1, 2018).
Secara global kebijakan dalam mengatasi masalah penurunan kejadian

stunting harus difokuskan pada 1000 Han Pertama Kehidupan (HPK) atau yvang

disebut dengan Scaling Up Nutritton (SUN) sampai dengan usia 24 bulan. World




Health Crganization (WHO) merekomendasikan 3.9% penurunan stunting per
tahun untuk memenuhi target penurunan stunting pada tahun 2025 vaitu 40%.
Pada sepanjang siklus kehidupan. Intervensi yang dilakukan harus melibatkan
berbagai lapisan baik sektor kesehatan maupun non kesehatan, seperti masyarakat

sipil, pemerintah, swasta, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui tindakan

kolekuf dalam meningkatkan perbd@ikangizi, baik intervensi spesifik (jangka
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khusus terhac

(Kementenan Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2017).
Berdasarkan program 1000 hari pertama kelidupan manusia menurut
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 percepatan

perbaikan gizi dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23




Tahun 2014 tentang upaya perbaikan gizi mulai dari awal hamil lingga anak usia
2 tahun. Pada awal hamil pemeriksaan (screening) melalui 4 kali, trimester 1 itu
dari 0-3 bulan, trimester 2 dari 4-6 bulan, trimester 3 dan trimester 4 (7-9 bulan,
pembenan makanan tambahan (PMT), bumil cat, imumsasi, pembenan tablet

tambah darah. Pada saat melahirkan anak pastikan ibu mempunyai status gizi
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pastikan 1bu mengetahui bentuk dan jenis (konsistensi) makanan serta frekuensi
pemberian makanan yang tepat diberikan pada periode ini, pemberian makanan
mulai dani makanan lumat atau cair (6-8 bulan), lunak/semi padat dan lembek (8-
12 bulan) dan padat (12-24 bulan) mendukung ibu untuk konsisten memberikan




ASI sampai periode ini. Seorang ibu harus tahu untuk memilih dan mengolah
makanan vang bernilai gizi tinggi dan memonitor pertumbuhan dan memeriksakan
kesehatan anak secara teratur.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2017
tentang Penvelenggaraan Kabupaten Sehat, disebutkan bahwa penvelenggaaan

kesadaran, kemauan, dan

;aman, dan sehat bag orang
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pada balita status gz

pendek dan sangat pendek di Indonesia sudah mengalami penurunan dari 37.2%
pada tahun 2013 menjadi 30,8% pada tahun 2018 (Riskesdas, 2018).

Pencegahan dan penanggulangan stumting membutuhkan upaya yang

bersifat holistic dan saling terintegrasi. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013




merupakan salah satu strateg dalam Scalling Up Nutrition (SUN) dengan
melibatkan berbagai sektor yang harus disikapi dengan koordinasi yang kuat baik
di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Diseminasi informasi dan
advokasikepada stakeholder dan pemangku kepentingan lain diberbagar lintas

sektor pada tingkatan yang sama dan perlu dilakukan upaya pelatihan dan edukasi

untuk jajaran struktural agar mamp

skan dan melakukan pemberdayaan

anjutnya, mtervensi penting

penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi.
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 mencatat bahwa kelaziman

(prevalensi) stunting nasional sudah mencapai 37 2%, kemudian meningkat dan

tahun 2010 sebesar 35,6% dan tahun 2007 sebesar 36,8% dan melihat dan




pertumbuhan tersebut maka pertumbuhan tidak maksimal diderita oleh sekitar 8.9
juta anak Indonesia atau satn dan tiga anak Indonesia. Prevalensi (kelaziman)
stunting yang ada di Indonesia lebih tinggi dari negara-negara lain di Asia
Tenggara seperti Thailand (16%), Vietnam (23%), dan Myanmar (35%) (MCA

Indonesia, 2013). Prevalensi stunting di Indonesia berdasarkan Riset Kesehatan
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dan di tahun 2018 sebanyak 16 orang ungkap dikonfirmasi RADAR BONE.
Berdasarkan data yang dibeberkan tersebut, menunjukkan penderita gizi buruk di
daerah im mengalarmi peningkatan.

Diakui Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi. pemicu terjadinya gizi buruk




pada anak cukup beragam. Banvak penyebabnya, seperti penyakit batuk, taktor
kelainan cacat bawaan, infeksi, diare, dan juga karena faktor lingkungan seperti

tempat tinggal dan lingkungan, dan juga faktor kemiskinan kemudian tahun 2019
berbagar program telah dilakukan, termasuk gerakan masyarakat peduli gizi

dengan membentuk pokja di tingkat desa. Alhasil, mampu menekan angka
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian
ini adalah sebagai berikut:
|. Bagmmana perilaku orgamsasi dan antar organisasi dalam implementasi
program penaggulangan stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone?

penaggulangan stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone,




D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan hasil yang dapat dihasilkan dari penelitan ini adalah
sebagai berikut:
|. Secara teoritis, penelitian 1 diharapkan menjadi bahan studi dan menjadi

salah satu sumbangsi pemikiran ilmiah




BAB U

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi perbandingan dalam penelitan int yakmi melalw
beberapa penelitian yang menjadi bahan perbandingan diantaranya:
1. Hasil penelitian dari Hajijah P§

CERN

3. Hasil penelitian dari Pratama, dkk (2019) menvyatakan bahwa temyata
implementasi  stuniing  menunjukkan bahwa mampu  menunjukkan
pengetahuan jangka pendek dan implementas: indikator PHBS dalam

penanganan kasus stunting.

10
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Berdasarkan berbagai hasil penelitian yang telah diurarkan tersebut, maka
disimpulkan bahwa penyelenggaraan implementasi dalam kasus penanganan dan
penangulangan stunting masih tidak berjalan dengan maksimal. Berbagai
indikator diantaranya kurangnya sektor tenaga yang mensosialisasikan tekait

masalah stunting selain itu terdapatnya masih banyak masyarakat yang kurang

mengenal masalah penanganan kas

-------

---------

(menyalurkan )
keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilaksanakan oleh para
pelaksana kepada para kelompok sasaran (target grup) untuk mewujudkan tujuan
dari kebijakan. sedangkan pandangan dan Franklin dan Repley dalam Budi

Winamo (2007) mengatakan bahwa implementasi merupakan apa yang terjadi




setelah undang-undang ditetapkan vang membernikan kekuasaan (otortas)
program, keuntungan (benefit), kebijakan, atau suatu jemis keluaran yang nyata
(tangible outpur). Dalam hal tersebut istilah dan implementasi menunjuk bahwa
pada sejumlah kematan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan

program dan hasil-hasil yang dikehendaki oleh para pejabat pemenntah.

can 1tu berlangsung,

dapat dilihat dari berbagai model implementasi kebijakan. Van Metter dan Van
Hom dalam Winamo (2002:109-124) mengajukan suatu model yang berkaitan
dengan proses implementasi kebijakan. Dalam model im Van Metter dan Van
Hom mendasarkan pada argumen bahwa perbedaan-perbedaanyang ada dalam
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sebuah proses implementasi kebijakanakan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang
akan dilaksanakan atau diimplementasikan. Kemudian ditegaskan pula bahwa
kontrol, perubahan, dan kepatuhan bertindak adalah konsep-konsep yang sangat
penting dalam prosedur implementasi.

Dalam model pendekatan kebijakan tap down (Model Rasional) Van Melter

‘)iv S WJ-\‘
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dan (6) organisasi pelaksana.
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3. Model Implementasi Kebijakan
a. Model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Homn

Van Meter and Van Horn (1975), mendefenisikan implementasi kebijakan,
merupakan tindakan yang digunakan baik individu atau kelompok-kelompok
pejabat pemerintah atau swasta, yang diarahkan agar dapat tercapainya suatu
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commumication and enforcement activities)
5) Sikap para pelaksana (disposition of implementors). Dan
6) Kondisi-kondisi ekonomm, sosial dan politik (economic, sosial and political

conditions)




Faktor-faktor tersebut selain terkait dengan kinerja kebijakan, juga saling
berkaitan satu dengan yang lannya. Model implementasi kebijakan yang
dikemukakan Van Meter and Van Horn dapat dilihat pada gambar berikut:

Madel The Policy Implementation Process

F— 1%

yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan pada berbagai variabel. Model ini
dapat memberikan petunjuk bahwa dalam implementasi kebyakan itu dapat
berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan

publik,
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Secara rinei vanabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van
Meter dan Van Hom (1974) dijelaskan sebagai benkut:
1) Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebyjakan diukur dan tingkat keberhasilannya dan
juga ukuran dan tujuan kebijakan yang sifatnya realistis dengan sosio-kultur yang
ada di level pelaksana kebijakan, Kefika Whuran dan sasaran terlalu ideal (utopis),

&

) dass Y \

4’"':;:“‘\\* :

apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.
2) Sumber daya
Setiap tahap implementasi menuntut agar adanya sumber daya manusia

yang berkualitas dan sesuai dengan pekerjaan yang diberikan oleh kebijakan yang
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ditetapkan secara politik. Manusia vaitu sebagai sumber daya yang sangat
terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, hal i
dikarenakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan sangat tergantung dan
kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia khususnya sumber

daya manusia. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan wakm

_////'mw\\\

pada beberapa kebijakan yang dituntut pelaksana kebijakan vang ketat dan
disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen dalam pelaksana yang demokrans dan
persuasif. Selan itu, cakupan atau luas wilayah menjadi suatu pertimbangan
penting untuk menentukan agen pelaksana kebijakan



Terdapat dua karakteristik organisasi pelaksana dalam hal ini karakieristik
utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (SOP=
Standard Operating Procedures) dan fragmentasi (Edward 111, 1980),

a) Standard Operating Procedures (SOP). SOP dikembangkan untuk respon

internal terhadap suatu keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan

organiasi. “Fragmentation is the dispersion of responsibility for a policy area

among several organizational units.* Semakin banyak aktor-aktor dan badan-
badan vang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling

berkaitan dengan keputusan-keputusan mereka, maka akan semakin kecil




kemungkinan keberhasilan dalam implementasi. Edward juga menyatakan
bahwa secara umum, semakin koordinasi yang dibutuhkan untuk
mengimplementasikan dalam suatu kebijakan, semakin kecil pula peluang
untuk berhasil.

4) Komunikasi antar organisasi terkai dan suatu kegiatan-kegiatan pelaksanaan

dari suatu organisasi ke organisast lain, dan ke komumikator lamn, sering

mengalami ganguan (distortion) baik disengaja maupun tidak. Jika sumber
komunikasi yang berbeda dapat memberikan interpretasi yang tidak sama

(inconsistent) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama
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dalam memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (conflicting),
maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang
lebih sulit agar dapat melakukan suatu kebijakan secara intensif.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat
ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan

g itu, koordinasi juga merupakan

konsisten (accuaracy and mm.;

suatu mekanisme yang pUil 51 kebiyjakan. Semakin baik

t,,////

u/ ’/

kebijakan dengan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap suatu
kepentingan-kepentingan dalam organisasinya dan kepentingan-kepentingan
pribadinya. Implementasi kebijakan diawali dengan penyargan (befiltered) lebih
dahulu melalui persepsi dari pelaksana (implementors) dalam batas mana




kebyjakan itu dilaksanakan. Terhadap tiga macam elemen respon dapat

mempengaruhi  kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu
kebijakan, antara lain terdin dan pertama, pengetahuan (cognition), pemahaman
dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebyakan, Kedua,
arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (acceprance,
neutrality, and rejection), dan ketig si lerhadap kebijakan.

i

[

standar dan tujuan kebijakan

(implememors) dapat  mempengaruhi  pelaksana  (performance) kebijakan.

Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bias menyebabkan

gagalnya implementasi kebijakan.




6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi
adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan
publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kendusit dapat menjadi

sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya
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sumber daya.
2) Teori kausal yang memadai, dan dapat memastikan untuk kebijakan itu
mengandung suatu teon yang akurat tentang bagaimana cara melahirkan

perubahan.




3) Struktur implementasi yang di susun secara legal supaya membantu pihak-
pihak yang akan mengimplementasikan kebijakan dan kelompok-kelompok
yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.

4) Para pelaksana implementasi yang ahli dan berkomitmen yang mengunakan

kebijaksanaan mercka untuk mencapai tujuan kebijakan.
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indikator (i) kejelasan dan konsistensi tujuan, (ii) keterpaduan hirarki dalam dan
diantara lembaga pelaksana, (iii) aturan keputusan dari badan pelaksana (iv)
ketepatan alokasi sumber daya, (v) rekruitmen pejabat pelaksana, (v1) akses pihak

luar secara formal. Variabel (3) pengaruh langsung variabel politik/kepentigan
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terhadap tujuan yang termuat dalam kebijakan, mehiputi indikator (1) dukungan
politik, (ii) kondisi sosial ekonomi dan teknologi, (ii1) dukungan dari pejabat
atasan, (iv) sikap dan sumber daya yang dimiliki kelompok, (v) serta komitmen
dan kemampuan pejabat pelaksana.

Masmanian dan Zabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan

kedalam tiga variabel, yaitu:
1) Variabel Independey
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omi dan teknologi,
sikap dan
tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana.

mgan. pejabat yang lebth

3) Variabel dependen
Yaitu suatu tahap proses implementasi kebijakan publik yang menggunakan

5 (lima) ahapan, yang terdiri dari: Pertama, pemahaman tentang lembaga/badan




pelaksana dalam bentuk tersusunya kebijakan pelaksana. Kedua, hasil yang nyata.
Ketiga, penerimaan atas hasil nyata. Ke-empat, kepatuhan terhadap objek. kelima,
tahapan yang mengarah pada revisi atas kebijakan vang dibuat dan dilaksanakan,
baik sebagian maupun keseluruhan suatu kebijakan yang bersifat mendasar.

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan Sabatier dan Mazmanian

c/
N Y aaa

VT

QN

Gambar 2.2: Model implementasi kebijakan Sabatier dan Mazmanian
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Model Zabatier dan Mazmanian mempertimbangkan kondisi-kondist yang
menghambat ataupun mendorong keberhasilan implementasi, yang mencakup
karakteristik masalah, daya dukung peraturan, faktor non peraturan. Model 1m
memandang implementasi sebagai owtpur dan owtcomes. gambar berikut

menyajikan Model Sabatier dan Mazmanian.

variabel di dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu: faktor-faktor
internal organisasi im berpengaruh secara langsung terhadap implementast, tetapi

juga saling tergantung satu dengan yang lainnya. Edward menilai bahwa masalah

utama administrasi publik rendahnya perhatian terhadap implementasi. Secara
tegas dikatakan bahwa ‘withowt effective implementation the decision of
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policymakers will not bee carried out successfully’. Edward 111 melihat empat isu
pokok (faktor penentu) vang perlu mendapatkan perhatian agar impkementasi
kebijakan menjadi efektif, yang digambarkan dalam kerangka model
implementasi kebijakan sebagar berikut;

Model Direct and Indirect Impacts on Implementation: (Edward : 1980)

pemerintah tidak pernah sempurna, dan tidak bebas dan kekuatan-kekuatan sosial,
‘ekonomi dan politk vang melengkapinya.
Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan

tentang konservasi energy adalah teori yang dikemukakan oleh George C.
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Edwards 1ll. implementasi dapat dimulai melalui kondisi abstrak dan sebuah
pertanyaan tentang apakah syarat agar implementas: kebijakan dapat berhasil,
menurut George C. Edwards 111 ada empat variabel dalam kebijakan public yaitu
komunikasi (Communicattions), sumber dava (Resources), sikap (dispositions

alau attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure).
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_ _ ra tepat dengan
para pelaksana. Keseragaman serta Konsistensi terhadap ukuran dasar dan tujuan
perlu adanaya komunikasi yang baik sehingga implementors dapat memahami
secara tepat terhadap ukuran maupun tujuan kebiyakan tersebut. Komumikasi

dalam suatu organisasi adalah suatu proses yang amat kompleks. Seseorang biasa




menggunakannya atau menyebarluaskannya hanya untuk kepentingan tertentu.
Disamping itu adanya informasi yang berbeda juga akan menhasilkan interpretasi
vang berbeda pula. Agar implementasi dapat terlaksana dengan efektif, tentunya
ada vang bertanggungjawab dalam mengambil sebuah keputusan dan harus
memahami apakah mercka dapat melaksanakannya. Bahwasanya implementasi
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tasilitas-fasilitas

pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegmatan program seperti dana
dan sarana prasarana.

Bukan suatu masalah jika adanya sikap konsisten dalam implementasi

program dan akuratnya Komunikasi yang dikinm, apabila personel yang

|
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mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan program mengalam kekurangan
sumberdaya dalam melakukan tugasnya, maka sumberdaya manusia yang tidak
memadai baik dar segi jumlah maupun kemampuan akan berdampak pada tidak
terlaksananya program secara efektif dikarenakan mereka tidak mampu
melakukan pengawasan dengan baik. Dengan demikian, Jika jumlah personil

TRy
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pelaksana dilapangan Kurangnya informasi dan pemahaman tantang bagaimana
melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti para oknum
pelaksana tidak bertanggungjawab atas tugas vyang diberiakan, kemudian

pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan masalah baru.




31

Implementasi kebijakan membutuhkan ketaatan organisasi dan individu pelaksana
terhadap peraturan pemenntah yang yang berlaku. Selain itu, Sumberdaya yang
dibutuhkan adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan,
kewenangan untuk mengatur/membelanjakan keuangan, baik penyediaan uang,

pengadaan staf, serta pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk
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ak tujuan yang

menghindart

implementasi program tersebut. Selain itu dukungan para pejabat pelaksana juga
sangal dibutuhkan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran program.

Dukungan dan pimpinan sangat berdampak pada pelaksanaan program agar

dapat mencapai tujuan secara efektif  wujud dan dukungan pimpinan im adalah
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dengan menempatkan kebijakan menjadi prioritas program. menempatkan
pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, serta memperhatikan
keseimbangan daerah, agama, jenis kelamin, suku, dan karakter demografi yang
lain. Selain itu, indikator ini menyediakan dana yang cukup guna membenkan

insentif bagi para pelaksanan program agar mereka mendukung dan bekerja secara
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d) Tingkat komunikasi “terbuka”™ yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal
maupun vertical secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relative
tinggi dalam komunikasi dengan mdividu-individu di luar orgamsasi

¢) Vitalitas suatu organisasi




f) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau
pelaksana keputusan.
Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para
implementor mengetahui apa vang harus dilakukan, implementasi masih gagal
ketika struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam

melaksanakan kebijakan. Kebple_ks membutuhkan kerjasama

banyak pihak, serta p
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Vanabel-varabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan
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1) Penilaku  orgamsasi dan  antarorganisasi  (Organizational  and — inter-
organizational behavior),
Dimensi-dimensinya adalah komitmen dan koordinasi antar organisasi.
Penerapan  kebijakan publik dalam mencapai hasil yang optimal, jarang

berlangsung dengan kelompok sendiri, tanpa menggunakan organisasi lain sebagai
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dikenal dalam hubungan koordinas antar organisasi yang dapat meningkatkan dan
mementukan pola implementasi kebijakan. Faktor selanjutnva adalah proses
implementas: kebijakan organisasi dan antar orgamisasi ditandai oleh adanva

komitmen dan koordinasi (Winter,2003). Dalam tataran implementasi, komitmen
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dimaksudkan adalah kesepakatan bersama dengan instansi terkait dalam menjaga
stabilitas orgamsasi dan jaringan antar organisasi vang ada, dalam kaitannva
dengan pelaksana program. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga
kemungkinan munculnya rasa egoisme di antara organisasi pelaksana program

vang dapat mempengaruhi hasil akhir dan suatu implementasi. Kontribusi suatu
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Dimensinya adalah diskreasi. Variabel selanjutnya menjadi faktor kunci
dalam implementasi kebijakan adalah perilaku birokrasi level bawah. Hal ini
dimaksudkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan dan mejalankan program-

program sebagai keputusan penting dengan menggunakan pengaruh vang lebih




dominan diluar kewenangan formal (diskresi). Sehingga menurut Lipsky;1980,
dalam Parawangi (2011) bahwa perilaku pelaksanaan kebijakan secara sistematis
adakalanya ‘menyimpang’ dan tugas terkait dengan kewenangan selaku pelaksana
kebyakan. Mereka lebih mengutamakan hubungan dengan masyarakat dalam

penyampaian kebijakan. Karena itu, birokrasi level bawah menjadi aktor yang
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menyebut bahwa dalam implementas: kebijakan pengaruh lebih dominan berasal
danr pekerja level bawah mi.
Pekerja level bawah im pada prinsipnya mempunyai pilihan pada hasil mana

yang harus dicapai, dan bagimana cara melakukannya. Demikian halnya tokoh



masyarakat, lembaga adat, konselor dan semacammnya, secara rutin berhubungan
dengan birokrasi level bawah, Mereka ini mengabdikan din sebagai “warga
Negara yang membantu menciptakan dan melakukan pelayanan publik
berdasarkan norma™.

3) Perilaku kelompok sasaran (farget grup behavior).
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kebijakan vang diimplementasikan, sangat tergantung kepada kesesuaian isi
kebyakan (program) dengan harapan mereka. Hal vang tak kalah pentingnya
adalah faktor komunikasi, ikut berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh

sckelompok sasaran, Terjadinya ‘error’ dan “distorsi’ atau proses komunikasi
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menjadi itk lemah dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan
(Parawangi,2011).

Tingkat kegagalan suatu implementasi kebijakan, sangat berbeda-beda satu
sama lamn. Berdasarkan model implementasi kebijakan Winter (i atas, maka

kelebthan yang dimilki adalah kemampuan menginteraksikan dan

menyederhanakan beberapa 7.‘\ ntasi menjadi satu model yang tidak

rumit terutama pada janng a adalah tidak menjelaskan
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sudah didesain, dan dana telah dialokasikan untuk pelaksanaannya.
Model implementasi Grinndle mencakup dua kelompok faktor vang secara
potensial dapat menyebabkan implementasi kebijakan berhasil atau gagal, yaitu:

muatan kebijakan (policy content) dan konteks implementasi. Vanabel tenkat




didalam model adalah owicomes kebijakan namun tetap mempertimbangkan

struktur implementasi yaitu dengan mempertanyakan tentang apakah program dan
proyek dilaksanakan sesuai rencana.

Model Implementation ay a Political and Administrative Process
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model grindle adalah kriteria tentang keberhasilan implementasi, yakni dampak,
relatif sulit didentifikasi dalam jangka pendek. Perubahan-perubahan pada
mdividu maupun masyarakat yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan pada
umumnya baru dapat diidentifikasi setelah priode waktu yang panjang.




Grindle menyimpulkan bahwa implementas: adalah proses admimstras: dan
politik. Proses kebijkan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-
sasaran yang semula bersifat umum yang telah diperinci, program-program aksi
telah dirancang dan sejumlah dan/biaya telah dialokasikan untuk mewwjudkan

tujuan dan sasaran tersebut. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai
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2) Karakteristik lembaga dan peguasa (institution and regime characteristics)

3) Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (compliance and responsiveness).
Menurut Grindle kebijakan yang menyangkut banvak kepentingan yang

saling berbeda lebith sulit diimplementasikan, sehingga konten kebijakan




merupakan salah satu faktor penting vang harus diperhatikan dalam merumuskan

suatu kebijakan dan konteks kebijakan mempengaruli proses impleemntasinya.

Maksud konten adalah bahwa kebijakan yang akan diambil dipengaruhi oleh:

1) Kepentingan yang dipengaruhi (terpengaruh oleh kebijakan), bahwa setiap
kebijakan yang akan diambil akan mempertimbangkan dampak terhadap
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3) Tipeljenis
sebagian besar dipengaruhi oleh macam tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan
oleh dengan cara mana tujuan-tujuan itu dirumuskan. Bahwa program yang
memberikan manfaat secara kolektif (collective good) akan mendapatkan

dukungan dalam implementasinya, dan sebaliknya. Program yang menyediakan




manfaat kolektif dapat membangkitkan tuntutan bersama (bersifat kategons),
sementara vang menyediakan manfaat yang dapat dibagi habis kemungkinan
membangkitkan jenis tuntutan yang berbeda (bersifat partikulanstik) dan

mempertajam konflik dan persaingan diantara mereka yang akan memproleh

\ program yang ditetapkan yang

erilaku di masyarakat akan

manfaal.

4) Derajat perubahan yang diharag

mengharapkan akan ag
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tersebut (Grnindle;1980). Semakin tersebar posisi impleentasi, baik secara
geografis maupun secara organisatoris-administrasif maka semakin sulit pula
lugas-tugas implementasi, sebabnya karena makin banyak jumlah satuan-satuan

pengambilan keputusan yang terlibat didalammnya.



6) Pelaksanaan program, bahwa keputusan yang dibuat dalam tahapan formulasi
kebijakan akan mengindikasikan siapa vang akan ditugaskan untuk
melaksanakan berbagai macam program (lintas geografi dan orpanisasi),
kebijakan dengan lintas geografi dan orgamsasi yang tinggi akan lebih sulit

menjalankan program (kebijakan) dan semakin memerlukan pemberian
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tersebut mungkin secara intensif atau tidak, tergantung konten dan program
dan strukturnya dimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Masing-masing aktor
mungkin memiliki kepentingan-kepentingan dalam kebijakan/program dengan
membuat tuntutan (permintaan) atas pengalokasian prosedur-prosedur




(Grindle;1980). Seringkali tujuan dari aktor bertentangan dengan aktor lainnya,
termasuk pada hasil dan konsekuensi siapa mendapatkan apa akan ditentukan
melalui strategi, sumberdaya dan posisi kekuasaan masing-masing aktor.

b) Karaktensik lembaga dan  penguasaan/ressm; bahwa apa vang

diimplementasikan mungkin merupakan hasil dari perhitungan politik dari
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implementasi kebijakan tersebut. Yang kedua, bagaimana responsivitas dari
birokrat terhadap keinginan-keinginan dari mereka yang akan menerima ‘
manfaat dari pelayanan diberikannya agar tujuan kebijakan dan program dapat |
tercapai. Agar efektif maka implementor harus memiliki seni dalam berpolitik




dan harus memahami dengan baik lingkungan dimana mereka akan

merealisasikan kebijakan dan program-programnya.
Model-model  top-down berasumsi bahwa tujuan-tujuan  kebijakan
dispesifikasi oleh para pembuat kebijakan dan bahwa masalah-masalah
implementasi dapat diminimalisasi dengan cara memprogramkan secara eksplisit

prosedur  implementasi. ij ﬂrut perspektif  top-down
/ e kebijakan, Keberhasilan

Struktur organisasi sangat dibutuhkan dalammenjalankan program
sehingga dapat membentuk sumber daya manusia yang berkompeten dan

berkualitas,
b. Interpretasi
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Para eksekutor harus mampu mengimplementasikansesuaidengan rencana
program melalui petunjuk teknis serta petunjuk pelaksana dalam rangkai
mencapai tujuan yang diharapkan.
¢. Penerapan atau aplikasi

Diperlukan dalam prosedur prototype kerja yang sangat jelas agar program
kerja dapat berjalan dengan baik séSudh dengan jadwal kegiatan agar tidak

bersamaan dengan program / :
~(
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penyakit degeneratf.
Ada beberapa indikator dalam penanggulangan stuniing:

1) Indikator Pencakupan Pemmbangan Balita di Posyandu
Upaya pemantauan status gizi pada kelompok balita difokuskan melalui

pemantauan terhadap pertumbuhan berat badan yang dilakukan melalui kegiatan




melalui kegiatan pemimbangan di Posyandu secara rutin setiap bulan, serta
pengamatan langsung terhadap penampilan fisik balita yang berkunjung difasilitas
pelayanan kesehatan. Cakupan penimbangan balita di Posyandu adalah indikator
yang berhubungan dengan pelayanan giz1 mencakup pada balita, cakupan-cakupan
pelayanan kesehatan dasar, pada dasamya imunisasi dan proses pencegahan

prevelensi gizi kurang pada ' cakupan balita ditmbang,

idealnyamaka semakin tip A, semakin tinggi cakupan
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Vitamin A sangat berperan penting dalam menurunkan secara bertahap tingkat
angka kematian pada anak-anak. Selain daripada itu, untuk mencegah kebutaan,

sangat pentmg untuk dilakukan pemberian vitamin A lebih dikaitkan dengan

kelangsungan hidup, pertumbuhan dan kesehatan anak. Vitamin A pentingnva




untuk kesehatan mata dan mencegah kebutaan serta memingkatkan daya tahan
tubuh. Sasaran diberikannya tablet vit. A dosis tinggi yakni seperti bayi (6-11
bulan) diberikan tablet vit. A 100.000 SI, anak balita (1-4 tahun) diberikan tablet
vit. A 200.000 SI, dan ibu nifas diberikan tablet vit. A 200.000 SI, sehingga

bavinya akan memperoleh vit. A yang cukup melalui AS1. Pada bayi (6-11 bulan)
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faktor kekurangan zat besi (Fe) hingga disebut anemia kekurangan zal
besi/anemia pizi besi dan kelompok yang paling rentan adalah wanita hamil.
Anemia Gizi Besi masih merupakan masalah gz vang perlu mendapat

penanganan karena dampak yang ditimbulkan antara lamn risiko perdarahan yang




dilahirkan, bayi vang dilahirkan BBLR, kesakitan meningkat dan penurunan
kesegaran fisik. Upaya preventif dan penanganan anemia gizi besi dilaksanakan
melalui pemberian Tablet Tambahan Darah (TTD) yang diprioritaskan pada ibu
hamil, karena prevalens: anemia pada kelompok imi cukup tinggi. Penanggulangan
penyakit anemia gizi besi saat ini berfokus pada pembenian tablet tambahan darah

kehamilannya. Pelayana P, ot hbesi  dikehendaki  untuk
negatif akibat

dan prasarana KIE AS] dan MP ASI] serta belum optimalnya pembinaan
golongan/kelompok pendukung ASI dan MP ASL
Program penanggulangan stunting merupakan program yang dilakukan

melalui berbagai upava, diantaranya dengan program pembenan tablet tambahan
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darah dan asupan nutnsi pada ibu hamil serta remaja putn, pemenuhan gz pada
anak bayi 2 tahun, dan persalinan oleh tenaga kesehatan. Selain itu, para ibu yang
baru melahirkan juga dihimbau inisiasi menyusui dini, pemberian air susu 1bu
(ASI) eksklusif, pemberian makanan pendamping AS| pada anak baduta,

pemberian imunisasi/sistem kekebalan tubuh imun yang lengkap dengan Vitamin
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fmplementasi Program Penaggulangan
Stunting D1 Dinas Kesehatan Kabupaten
Bone
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melalui kepustakaan ilmiah atau kepustakaan lainnya. Untuk mempertajam
penelitian ini maka dalam penelitian kualitatif perlu menetapkan fokus. Dalam
penctapan fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan
diperoleh dan situasi sosial, hal tersebut sangat penting karena untuk membatasi

studi dan mengarahkan pelaksanaan dan pengamatan. Oleh karena itu, peneliti




53

memberikan pembatasan penelitian melalui fokus penelitian kepada Implementas

Program Penanggulangan Stunting dengan model implementasi kebijakan Soren

C. Winter.Adapun indikator-indikator model tersebut adalah;

I. Perilaku  orgamisasi dan antar orgamsasi  (Organizational  and
interarganizational hehavior)

isi dimensinya adalah komitmen dan
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Perilaku kelompok sasaran dimensinya adalah respon positif dan respon
negatif. Respon positif yaitu yang mendukung dan antusias untuk berpartisipasi
terhadap suatu program atau kebijakan yang diselenggarakan. Sedangkan respon




negatif yaitu respon berupa kntikan terhadap suatu program atau kebyakan yang
diselenggarakan.
E. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan dan fokus penelitian diatas, maka penelitt perlu
mendeskripsikan bagaimana implementasi program penanggulangan stuniing itu
diterapkan. Yaitu sebagai berikut;

(Organizattonal  and
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positifdan respon negatifsikap dan tndakan vang ditunjukkan dalam
implementast program penanggulangan stunting di Dinas  Kesehatan
Kabupaten Bone vang ditunjukkan kepada kelompok sasaran yaitu masyarakat
yang terdampak kasus stunting.




BAB 111

METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi
Penelitian ini dilaksanakan mulai 14 November 2020 sampai dengan 14

Januari 2021. Lokasi dalam penelitign ini bertempat di Dinas Kesehatan

Penelitian tipe studi kasus dimaksudkan untuk menghasilkan deksiptif kata-kata

tertulis maupun lisan dari mforman




C. Informan
Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap mampu
mengetahui tentang program penanggulangan stumimg di Dinas Kesehatan
Kabupaten Bone. Adapun informan penelitiannya adalah yakm sebagai berikut :
Tabel 3.1Data Informan Penelitian
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D. Teknik Pengumpulan Data
Guna memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka

digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara ialah bentuk penelitian yvang dilakukan untuk mendapatkan
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dianalisis  dengan
menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif
dilakukan dengan cara analisis konteks pernyataan hasil data sekunder dan data
primer dart sebuah informan. Adapun tahapan teknik analisis data yang digunakan
oleh penulis yakm sebagai berikut:
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1. Reduksi Data (data reduction)

Reduksi data untuk mendapatkan informasi yang dapat menjawab
pertanyaan penelitian terkait dengan implementasi program penanggulangan

stunting atau pada fokus penelitian. Reduksi data bertujuan untuk mempertegas,
memperpendek, membuka fokus, membuang hal-hal vang tidak penting dan
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kesimpulan dan dipertanggungjawabkan. Maka selanjuinya melakukan
interpretasi  terhadap data dan pematangan hasil vang diperoleh untuk




F. Teknik Pengabsahan Data

Validasi dalam penelitian sangat mendukung pada hasil akhir sebuah
penelitian. Tentunya sangat diperlukan dalam sebuah penelitian kualitanf vakni
melalui:
|. Trnangulasi Sumber
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Objek Penelitian
1. Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah Kabupaten Bone

terletak| dalam 4°13 -5°05' lintang selatan dan antara 119°42' - ]120°40'Bujur

Timur dengan batas wilayah yaitu sebagai berikut :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan kabupaten Gowa.




¢. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barru, Pangkep dan Maros.
Kawasan Timur Sulawesi Selatan dimana Watampone sebagai [bu Kota

Kabupaten, menjadi pusat pelayanan dan pendayagunaan sekaligus sebagai daerah

transit dan pintu perbang utama yang menghubungkan Kawasan Timur
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Prolil Kesehatan Kabupaten Bone selalu dilakukan berbagai upava perbaikan baik
dari segi materi, analisa maupun bentuk tampilan fisiknya, sesuai masukan dari
para pengelola program di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dan

pemakai pada umumnya.
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Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dimana
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat
bagi setiap orang agar lercipla derajat kesehatan masyarakat yang optimal,
sebagmimana yang didefinisikan dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan. Urgensi pembangunan kesehatan ini disadari adalah salah satu pilar

Manusia, termasuk oleh Pemermtah

kemandirian masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan.

2) Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam penanganan permasalahan
kesehatan.




3) Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat
kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan

4) Mendorong terwujudnya kondisi lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat.

3) Meningkatkan penanggulangan dan pencegahan penyakit menular dan penyakit
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Indikator kinerja standar pelavanan minimal kesehatan di Kabupaten Bone
terdiri atas 47 Indikator kinerja dari 26 pelayanan bidang kesehatan yang
diselenggarakan oleh Kabupaten Bone serta indikator kinerja lainnya yang
pelayanannya ada.




Tujuan diterbitkannya Profil Kesehatan Kabupaten Bone Tahun 2017 imi
adalah dalam rangka menyediakan sarana untuk mengevaluasi pencapaian
Pembangunan Kesehatan Tahun 2017 dengan mengacu kepada indikator-indikator
yang dimaksud di atas. Dalam penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten Bone
Tahun 2017, yang merupakan capaian setiap program di tahun 2016, didasarkan
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VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keschatan di Kabupaten
/ Kota,

g) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tabun 2014
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;




h) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam SIK Terintegrasi:
1) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013-2018.
b. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Tugas Pokok

d) Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Kesehatan.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bone
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Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi, berikut ini adapun
struktur organisasiDinas Kesehatan Kabupaten Bone:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
1) Sub Bagian Program
2) Sub Bagian Keuangan
3) Sub Bagian Umum, dan

3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

f. Bidang Sumber Daya Keschatan
1) Seksi Kefarmasian
2) Seksi Alat Kesehatan dan PKRT




3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

g. UPTD;

l. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Keadaan Penduduk Terdampak Stunting di Kabupaten Bone

Untuk mengetahui  keadaan

vang terdampak stunting di

Kabupaten Bone dapat dilihat
Tabel 4.1 keadaan upaten Bone

No Stunting
r Iy

2

7 <

8 N

¢ )

10

]

12

13

14 Kahu 4,9

15 Tanete Riattang 4.4

16 Cenrana 4.1

17 Koppe 38

18 Ulaweng 3.4




19 Tanete Riattang Timur 28
20 Salomekko 2,7
21 Tanete Riattang Barat 25
22 Duaboccoe 1,6
23 Lamur 1.6
.t} Palakka Ll
25 Cina 0.6
26 0.4
27 0,3
Sumber - [
(4 A <
4. ensi
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g
o
geuan
‘ kPl nutrisi yang
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berlan 24 bulan.
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4
perkem « bangan mental
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stunting memihiki risiko fejadinya penurunan kemampuan  intelekiual,
produktivitas, dan kemungkinan nisiko mengalami penyakit degeneratif di masa
mendatang.

Program penanggulangan stunting merupakan program yang dilakukan




melalui berbagai upaya, diantaranya dengan program pemberian tablet tambahan
darah dan asupan nutrisi pada ibu hamil serta remaja putri, pemenuhan gizi pada
anak bayi 2 tahun, dan persalinan oleh tenaga keschatan_ Selain itu, para ibu yang
baru melahirkan juga dihimbau inisiasi menyusui dini, pemberian air susu ibu
(ASI) eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI pada anak baduta,
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10 | Barsbbo Kading Sugiale 0 9,00,
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone 2019
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Tabel 4.3: Hasil prevalensi stunting 10 Desa lokus intervensi tahun 2020

Pemetaan Prevalensi Stumting 10 Desa Lokus Intervensi Tahun 2020

Stunting
Jumilah Anak | %Prevalens
No Kecnmainn Puskesmas Stunting i Stunting
{Pendek &
Sangait
Pendek )
i | Tells Limpoe Gaya Baru 24 25.00
2 | Tellu Limpoe 9 13:85
3 | TelluLimpoe 12 16.67
4 Kah 737
5 7.50
(3 > .50
!
5
] ad
kelurahan
° 2
() )
yang prevalensi
L)
stunting mg 10 Desa
lokus int y
B. Hasil Pen nting Di Dinas
Kesehatan Kabupaten Bone

Stunting sangal penting untuk ditangani karena menyangkut kualitas

sumber daya manusia. Stuniing pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh
pwmhaﬁu.ﬂmﬂngmempalmkmdisigagdpadamakyangwmurdi
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bawah lima tahun akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama
pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Disamping itu, stunting
beresiko pada terhambatnya pertumbihan fisik dan kerentanan anak terhadap
penyakit, hal lain dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan kognitif yang
akan mempengaruhi tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan.
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A, pemantauan proses laju pertumbuhan di Posyandu, dan melakukan gerakan
masyarakal untuk hidup sehat. untuk mengetahui bagaimana program tersebut
dilaksanakan maka penulis memfokuskan tiga indikator dalam implementasi
kebijakan dengan menggunakan Teori Soren C. Winter yaitu: 1) perilaku
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organisasi dan antar organisasi; 2) perilaku birokrasi level bawah; 3) perilaku

kelompok sasaran.

L Perilaku  organisasi dan antar organisasi (Organizational and
interorganizational behavior)
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“Tentunya komitmen kita kepada masyarakat kita mau ada berupa tempat
untuk penyesuaian, penyesuain fentunya kepala desa bersangkutan
dibawah tulang punggung dibawah adalah kepala desa bersama dengan
puskesmas yang ada dibawah itulah yang selalu kita kunjungi
menyampaikan kepada masyarakat, kepala desa dan melalw tempat-tempat
umum batk di masyarakat maupun di masjid. kita selalu sampaikan™.
(Hasil wawancara AAR, 20 November 2020)
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dikemukakan bahwa
th‘ﬁmisbimKemmmBmebakumihnmkmm
untuk memperadakan berupa tempal untuk penyesuaian. Penyesuaian tempat
dibawah tulang punggung Pemerintah Desa yang bekerjasama dengan Puskesmas
untuk memperadakan tempat. Melalui tempat tersebut, Dinas Kesehatan terus

melakukan kunjungan untuk ,/ isasikan atau membenkan pemahaman
kepada masyarakat, juga Péfner; \'

paikan masalah stanting kepada

gid. Dalam hal im bahwa

p\. /I
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Sumber : Dinas Keschatan Kabupaten Bone
Selanjuinya hasil wawancara dengan Kasi Keschatan Keluarga dan Gizi
Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, mengatakan bahwa -

“Komimen kami itu yah bagaimana supava di Kabupaten Bone ini
kedepannya itu sudah tidak ada lag stunting, nah kalaupun misalnya ada



vyah kita bisa tekan yah, minimal sekian nol, minimal serendah-rendahnya
angka stunting di Bone, jadi semua SKPD itu semua yah selama ini
kerjasamanya kita bagus kemudian terbukti kemarin pada saat pemilaian
yah Alhamdulillah ya kita itu termasuk nomor satu dalam keaktifan kita
kemarin itu dapat nilai tertinggi di antara beberapa kabupaten jadi artinya
semua SKPD itu kerjasamanya sudah bagus, sudah sama-sama kita punya
komitmen bagaimana supaya kedepannya itu stunting di Bone kalau periu
zero, kalau perlu nol”™. (Hasil wawancara KA, 20 November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dikemukakan bahwa Kasi

A A 40, ‘ AN
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sebagaimana dirilis dalam Bonepos.coin (senin, 08  jum
2020).https.//www.bonepos.com/2020/06/08/top-bone-peringkat-pertama-di-
sulsel-tekan-angka-stuting
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Senada hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, mengatakan bahwa -

“Saya rasa untuk komitmen kita sudah sangat baik, kita sudah sama-sama

berkomitmen kepada seluruh elemen yang terlibat untuk kedepannya
bagaimana supaya di Kabupaten Bone nantiya sudah bebas dari kasus
stunting imi”. (Hasil wawancara Dengan EN, 01 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dikemukakan bahwa Kepala
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program Tenaga F izl yang mumpukm turunan dari program
GmkmMasyamkuMmgah Stunting yang diterapkan di skala provinsi
dan yang menjadi tujuan dari program tersebut diluncurkan adalah untuk
mengurangi angka stunting dan tahun ke tahunnya”. (Hasil wawancara FJ.
01 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Kepala Bidang Sumber
Daya Keschatan terkait dengan komitmen dalam penanggulangan stuntingdapat




dikemukakan bahwa agar benar-benar mengimplementasikan dengan sebaik-
baiknya program Temaga Pappadeceng Gizi yang merupakan turunan dari
Program Gerakan Masyarakal Mencegah Stunting yang berlaku di skala provinsi
dengan tujuan program tersebut adalah untuk mengurangi angka smnting dari
tahun ke tahun. Datam hal ini bahwa komitmen yang dimaksudkan adalah adanya

al
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menjadi salah satu tolak ukur penilman dalam suatu implementasi kebijakan
sehingga sangat diperlukan saling mengkoordinasi satu sama lain untuk mencapai
twuan vang dibarapkan. Koordinasi dilakukanbaik dalam hal pengambilan




kepmummmmmadalnmpmyad:mdmdmmfnrmammzupmdalamhﬂ
pelaksanaan kegiatan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Keschatan
Kabupaten Bone, mengatakan bahwa
“Kmrdmmyasaynmnaﬂmphugus,kmrdmmdmgmhaik.mnmmi

di Bapedda, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, dan
EKKBN’ inilah yang terkg ' selalu melakukan konsolidasi bahwa apa

kg kita kerjakan dan apa kedepannya.
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Keschatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bone koordinasi dari
Program Penanggulangan Stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone yaitu
dengan melalui hp kemudian mengadakan pertemuan-pertemuan baik lintas
sektoral maupun mengadakan pertemuan untuk sosialisasi dengan perangkat desa,




Dengan adanya pertemuan tersebut secara otomatis koordinasi selalu berjalan
baik_
Lebih lanjut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kesehatan
Mnsymkmﬂinuxuahmi{ahnpmﬂme,mmgmkmbahwa-
“Kmﬂmmmwmmmmm

penurunan stunting tingkat kabupaten bone tahun 2019 dan 2020.” (Hasil
wawancara EN, 01 Desemk
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dengan pihak-pihak puskesmas yang ada di Kecamatan untuk kemudian
mengetahui  laju  stunting dan  progressdani  penerapan program Tenaga
Pappadeceng Gz,




2. Perilaku birokrat level bawah (Street level bureaucratic behavior)

Salah satu faktor yang memahami implementasi program penaggulangan
stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone adalah perilaku birokrasi level

bawah dimensinya vaitu diskresi.

/777.???3&\\.\\
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DN 9

“Seperti yang kila ketahui bahwa stunting adalah salah satu problem
bangsa dan dunia dimana kita tau sendini bahwa defenisi stunting secara
sederhana bahwa ketika anak-anak dibawah dua tahun itu tidak sebanding
antara tinggi dengan berat badan atau panjang dengan berat badannya
yang paling dikhawatirkan adalah pendek-pendek juga dan cenderung
Juga apa namanya otaknya juga kerdil, sumaling juga akhir-akhir ini pada
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tahun 2021 ini dijadikan lokus stunting, lokus maknanya adalah sebagai
objek pembinaan bagaimana melakukan upaya-upaya penanggulangan
secara maksimal, untuk itu upava-upava yang kita lakukan itu karena ini
menjadi tanggung jawab kita di puskesmas, untuk penanggulangan
Stunting itu sendiri kita melakukan dua pendekatan yaitu pendekatan
spesifik dan  pendekatan sensitif, pendekatan spesifik itu adalah
pendekatan yang bisa kita lakukan secara teknis oleh petugas kesehatan
sedangkan pendekatan sensitif itu melibatkan lintas sektor. Nah untuk itu
yang kita lakukan di bidang kesehatan khususnya puskesmas sumaling itu
kita mekmasimalkan pelayanan-pelavanan di puskesmas dan jga di
posyandu, namun sepertiyamg kita ketahui psoyvandu itu sendiri kan

G ba}'in}'ﬂ dulu
i belakangan setelah
Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa kepala

UPT Puskesmas sumaling selaku birokrasi level bawah melakukan berbagai
macam Dikresi dalam hal ini melakukan kunjungan door to door mengunjungi




rumahi-rumah masyarakat yang sudah di data dan memiliki Baduta dan memiliki
anak stunting untuk diberikan edukasi dan juga pengukuran dan pemimbangan
kepada Baduta dan juga vang anak vang terdampak samtinggunaagar
kasusstunting dapat ditanggulangi dan juga menyukseskan pelayanan publik
khususnya bagi vang terdampak stunting , Puskesmas Sumaling juga melakukan

Nt
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Srunrmg} Jad
jgunan yang kami
it itu kita adakan

yang berkunjung
sampai lima tahun
udin disitu nanti
pendamping sepﬂ'u ada vitamin-vitamin

vang disiapkan disitu kunudm kan disini baru-baru datang pendamping
ada ditemukan lima di dua desa yang menjadi lokus diwilayah kerja
puskesmas sumaling, jadi itu langkah awalnya intervensi dia kunjungi
rumah sasaran sebanyak satu minggu sekali untuk dipantau terus
perkembangannya apakah ada kemajuan dengan edukasi yang diberikan
karena disini belum diberikan secara kalau misalnva dibuatkan makanan
tetapi masih diberi edukasi kepada ibunya bagaimana supava dia mengerti
atau ibunya paham apa itu stunting yaitu cara pemberian makanannya dan
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pengolah makanannya. Kemudian jika tidak ada perubahan selama
beberapa minggu, dia akan di intervensi lagi lanjut ke pemberian tambahan
makanan atan pemulihan dan dananya itu akan dikolaborasikan dengan
dana puskesmas dana desa juga karena kita sudah konfirmasi ke desa jadh
bukan hanya puskesmas saja”. (Hasil wawancara NK, 02 Desember 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dikemukakan bahwa Bagian

dal
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smas semisal pefup ) A D ader pﬂs}'m dan
desa itu sendiri datang mengunjungl atau istilahnya sweeping kepada
balita-balita yang tidak hadir di posvandu itn melakukan pengukuran
panjang badan tinggi badan atau berat badan itu door to door, dan juga
untuk mengkategorikan balita itu stuniing atau tidak kita itu berdasarkan
pada skornya ada perhitungan yang menunjukkan nanti hasil dari skor itu
bagaimana ada rentang nilai dari mines dua sampai positif dua seumpama
dia punya skor di bawah mines dua maka itu dikategorikan stunting™.
(Hasil wawancara dengan 1Z, 02 Desember 2020)




Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dikemukakan bahwa Diskresi
}rmgtﬁtlhﬂmulehnlahmmgasgizipuskmnmmﬂingdmgm
bekerjasama dengan bidan dan kader posyandu desa itudengan melakukan
kujungan kerumah balita-balita atau biasa disebut dengan istilah sweeping yang
tidak hadir di posyandu guna melakukan pengukuran panjang badan, tinggi badan
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sebulan."(Hiasil wawancaraL 1, 25 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa
masyarakat merespon baik terkait program penanggulangan stumting di Dinas
Kesehatan Kabupaten Bone, walaupun dalam perubahannya belum secara




maksimal. Dalam tahap pelaksanaan program ini dilakukan secara rutin sebanyak
3 kali dalam satu bulan.

Lebib lanjut hasil wawancara dengan masyarakal vyang lainnya,
mengatakan bahwa :

“Alhamdulillah tidak ada kendala sampai saat ini, dan sudah ada
perubahan pada anak.” (Hasil wawancara Dengan Ha, 25 November

Peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan salah satu masyarakat
vang mengatakan bahwa:

“Dengan adanya program penanggulangan sfunfing, saya sangat
mendukung karena berkat adanya program ini saya mendapatkan
pembelajaran bagaimana cara pemenuhan gizi vang baik dan benar




sehingga saya dapat mengetahui tentang pemenuhan gizi mulai sejak

mengandung hingga anak berumur kurang lebih 2 tahun, sehingga anak

saya juga bisa mendapatkan gizi vang baik”. (Hasil wawancara NL, 23

November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa perilaku
kelompok sasaran atau respon dari masyarakat terkait dengan program
penanggulangan stunting di Kecamatan Tellu Limpoe sangat mendukung karena
masyarakat yang dulunya idlal > tentang pemenuhan gizi bayi baik

berumur kurang lebih 2 tahun
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C. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam data kasus stunting di Kabupaten Bone dan Dinas Keschatan
Kabupaten Bone dapat dilihat dari tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018-2020,




bahwa stunting yang terjadi di Kabupaten Bone sudah ditekan. Hal ini sesua
dengan data yang didapatkan oleh peneliti sebagai berikut:

Tabel 4.5 Data srunting Kabupaten Bone tahun 2018-2020
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I.  Perilaku organisasi dan antar orgamisasi  (Organizational  and
interorganizatonal behavior) dimensinya komitmen dan koordinasi. Komitmen
vaitu kesepakatan bersama dengan instansi terkait dalam menjaga stabilitas
organisasi dan jaringan antarorganisasi yang ada, dalam kaitannya dengan




pelaksanaan program penanggulangan stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten

Bone. Sedangkan Koordinasi dilakukan baik dalam hal pengambilan keputusan
terutama dalam penvediaan data dan informasi maupun dalam hal pelaksanaan
kegatan,

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dari beberapa informan, dapat

disimpulkan bahwa implemg
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Dari  hasil observasi peneliti  dilapangan ditemukan bahwa Dinas
Kesehatan Kabupaten Bone terus melakukan kunjungan ke setiap daerah-daerah
untuk memberikan pengarahan dan pemantauan agar angka stunting di Kabupaten
Bone dapat dikurangi. Selain itu, dengan adanya kerjasama dengan SKPD,




pemerintah desa dan Puskesmas menjadi salah satu bukti baliwa Dinas Kesehatan
benar-benar berkomitmen untuk menanggulangi stunting di Kabupaten Bone agar
tidak meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa hasil observasi peneliti sudah sesuai
dengan penjelasan dimensi komitmen.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dan beberapa informan, dapat

disimpulkan bahwa implement@% ‘program penanggulangan stnring di Dinas

perilaku organisasi dan antar
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Selain itu, dengan adanya tim pencegahan dan penurunan kasus stunting yang

dibentuk menjadi salah satu bentuk untuk melakukan koordimasi di tingkat

kecamatan dan desa sebagai upaya mengurangi stunting di Kabupaten Bone.




Adapun susunan tim koordinasi percepatan pencegahan dan penurunan
stunting tingkat Kabupaten Bone adalah sebagai berikut: Keputusan Bupati Bone
nomor 146 tahun 2019 tentang susunan keanggotaan tim koordinasi percepatan
pencegahan dan penurunan stunting tingkat Kabupaten Bone tahun 2019 (1)

Bertindak sebagai Pembina yaitu Bupati dan Wakil Bupai Kabupaten Bone, (2)

Pengarah  yaitu Sekretans

Kabupaten Bone dan Asisien Bidang

/ \ sisten Bidang Fkonomi dan
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la Dinas Perhubungan
Kabupaten Bone, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kabupaten Bone, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone,
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, Kepala Dinas Pariwisata

Kabupaten Bone, Kepala Dinas Pertanian, Tanam Pangan, Holtikultura dan




Perkebunan Kabupaten Bone, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bone, Kepala
[Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone, Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone, Kepala Dinas

Perdagangan Kabupaten Bone, Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten

Bone, Kepala Kantor BPS Kabupaten Bone, Kepala BPJS Kesehatan Cabang
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Dinas Tata Ruang
dan Permul ol Tty Ko dtan Keluarga dan Gix
Dinas Kgsehata Y . an Lingkungan Dinas
Kesehatan Kabupaten Bone, Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan
Kabupaten Bone, Kepala Sub Bagian Program Dinas Kesehatan Kabupaten Bone,
Kepala Sub Bidang Kesra dan Kesos Bappeda Kabupaten Bone, Kepala Sub




Bidang Pemerintahan dan politik Bappeda Kabupaten Bone, dan Kepala Sub
Bidang Pendidikan dan Mental Bappeda Kabupaten Bone.

2. Perilaku birokrasi level bawah (Street level bureaucraiic behavior) adalah
sikap dan tindakan yang ditunjukkan dalam implementasi kebijakan program

pengembangan komoditas pada kawasan strategi kabupaten pada tingkat level
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tindakan yang ditetapkan dan/atau dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan dalam
hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan ndak mengatur tidak
lengkap atau jelas,dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Sjahran basah dalam

aristoni (2014) mengungkapkan unsur-unsur freies ermessendalam suatu Negara
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hukum, vaitu: a) ditwjukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik; b)
merupakan sikap tindak yang akuf dani administrasi Negara; c) sikap tindak
dimungkinakan oleh hukum; d) sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendin; e)
sikap tindak itu dimaksud untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang

timbul secara tiba-tiba; f) sikap tindak itu dapat dipertanggung jawabkan baik
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stunting.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dan beberapa informan, dapat
distmpulkan bahwa implementasi program penanggulanagn stnting i Dinas

Keschatan Kabupaten Bone melalui indikator perilaku kelompok sasaran




merespon dengan positif dan baik. Hal imi karena petugas terus melakukan
pendampingan dan pemantauan yang berkesinambungan yang rutin dilakukan tiga
kali dalam satu bulan. Selain melakukan pemantauan, juga melakukan konseling
dengan melaksanakan pemimbangan berat badan serta pengukuran pada anak
terutama yang terdampak kasus stunting. Hal ini dilakukan untuk menekan angka
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan  hasil  penelitan  mengenai  implementasi  program

penanggulangan siunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone yang telah

Perilaku orgamsasi dan antar organisasi dalam dimensi koordinasi sudah
berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat Dinas Kesehatan Kabupaten Bone
selalu melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan berbagai pihak seperti
BAPEDDA, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan BKKBN
terkait apa yang akan dikerjakan dan untuk tindakan kedepannya. Selain itu, Dinas
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Kesehatan juga mengadakan pertemuan-pertemuan baik lintas sektoral maupun
mengadakan pertemuan untuk sosialisasi dengan perangkat desa.  Serta
membentuk tim pencegahan dan penurunan kasus s/unting tingkat Kabupaten
Bone pada tahun 2019 dan tahun 2020,

2. Perilaku birokrasi level bawah (Streei level bureaucratic behavior)
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berkesinambungan vang rutin dilakukan tiga kali dalam satu bulan. Selain
melakukan pemantauan, juga melakukan konseling dengan melaksanakan
penimbangan berat badan serta pengukuran pada anak terutama yang terdampak
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kasus stuntmg. Hal ini dilakukan untuk menekan angka stwring di Kabupaten
Bone yang masih tinggi.
B. Saran

Berdasarkan atas kesimpulan vang ada di atas, maka sebagai bahan

masukan untuk implementasi  program penanggulangan  stumtmgdi Dinas

Kesehatan Kabupaten Bone:

hususnya Dinas Kesehatan,
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anak agar dapat mendapatkan gizi yang lebih baik, masyarakat harus
memahami dan mempelajan tentang pemenuhan gizi untuk anak agar tidak
terkena dampak gizi buruk yang dapat meningkatkan angka stumfing di

Kabupaten Bone.
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Wawancara dengan Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi
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Bersaina dengan Sekistacls Dinas Kesehatan
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Wawancara dengan Kepala UPT Puskesmas Sumaling
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Wawancara dengan masyarakat
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Wawancara dengan masyarakat
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Pengukuran tinggi, panjang badan dan berat badan anak oleh
petugas Giz
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Pemberian edukasi kepada masyarakat oleh petugas Gizi
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Pemberian edukasi kepada masyarakat oleh petugas Gizi
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